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1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak 

yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu 
dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam 
rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya ditanah air kita.  

 Oleh karenanya pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, 
sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya 
dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban 
penderitaan dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat.  

 Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara 
patuh.  

 Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman pemerintahan 
penjajahan Belanda adalah antara lain: Aturan Bea Materai Tahun 1921, Ordonansi Pajak 
Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak 
Pendapatan Tahun 1944.  

 Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial 
tersebut telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena 
berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, serta sistem yang melekat kepada undang-
undang tersebut, maka sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan tersebut, belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagai sarana yang 
dapat menunjang cita-cita Bangsa dan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan 
sekarang ini.  

2. Memasuki alam kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan 
dan penyesuaian sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat 
dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannya.Namun perubahan-perubahan 
tersebut dimasa lalu lebih bersifat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru 
dilakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan, yang kemudian pelaksanaannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 yang selanjutnya terkenal 
dengan "sistem MPS dan MPO". Sistem tersebut merupakan penyempurnaan sistem pajak 
sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia.  

 Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk mengubah berbagai peraturan 
perundang-undangan perpajakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamental tuntutan 
dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang secara mendasar.  

 Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi 
hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan 
dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraan.  
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 Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai 
amanat rakyat, seperti tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang 
antara lain berbunyi :"Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak 
diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".  

3. Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang dibidang perpajakan yang 
dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus berbeda dengan 
undang- undang perpajakan yang dibuat dizaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata 
terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap Wajib Pajak, yang tidak 
dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar 
mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban 
kenegaraan.Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang 
makin mampu dan bersih", dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan 
dalam undang-undang ini.  

 Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan 
undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan 
mekanisme pemungutan pajak: Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan 
menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan 
undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang lain.Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan 
pajak tersebut adalah :  
a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan 

peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 
nasional;  

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban 
dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.  

  Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan;  

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan 
membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini 
pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih 
rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat 
Wajib Pajak.  

 Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan 
menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terhutang sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga 
penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.Selain 
daripada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang 
terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan.  

 Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan 
birokratis akan dihilangkan.Ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut sangat 
berbeda dengan sistem lama warisan zaman kolonial yang antara lain :  
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a. tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan 
seperti yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi 
wewenang administrasi perpajakan;  

b. pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat tergantung dari 
pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana 
mengakibatkan anggota masyarakat Wajib Pajak kurang mendapat pembinaan dan 
bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya dan kurang ikut berperan serta dalam 
memikul beban negara dalam mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional.  

Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut Undang-undang ini, 
memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya.  
Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib 
Pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan 
tanggungjawab perpajakan di masyarakat.  
Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau, 
dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas 
merampungkan/menetapkan semua Surat  
Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang 
seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administrasi perpajakan, 
berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang 
meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.  
Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain 
pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun 
penerangan langsung dalam masyarakat.  

4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sebagai suatu uraian yang utuh dan 
menyeluruh, serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar 
Haluan Negara, maka diadakan pembaharuan sistem dan hukum perpajakan di Indonesia, 
yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan.  
Perubahan tersebut diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan 
mempercepat terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan 
tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan perluasan obyek kena pajak dan 
peningkatan penerimaan negara sejalan dengan perkembangan Pembangunan Nasional 
sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.  

  
PASAL DEMI PASAL  
  
Pasal 1  

Dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang dipergunakan 
dalam undang-undang ini.  
Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah 
pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga 
dapat mencapai kelancaran dan kemudahan baik bagi Wajib Pajak maupun bagi aparatur dalam 
melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnya dicapai tertibnya administrasi perpajakan.  
Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnya 
dalam bidang perpajakan.  
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Pasal 2  
Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment harus mendaftarkan dirinya pada 
Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.Dengan diperolehnya 
Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.  
Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas 
Wajib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.Setiap Wajib Pajak dalam hal yang 
berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi pidana.  

  
Pasal 3  
  Ayat (1)  

Fungsi Surat Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut SPT) adalah sebagai sarana Wajib 
Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 
dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dan laporan 
pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang 
atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib mengambil sendiri SPT yang 
telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengisi, menghitung dan 
memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang untuk satu Masa Pajak dalam SPT, dan 
menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatanganinya ke Direktorat Jenderal Pajak 
dalam batas waktu yang ditentukan. Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah, mengisi 
formulir SPT secara benar, jelas, lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan mengenai 
penghitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Pengisian SPT yang tidak benar yang berakibat 
timbulnya kerugian bagi negara akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 38 dan 
Pasal 39 dalam undang-undang ini. Demikian pula keterlambatan atau tidak 
menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.  

 Ayat (2)  
Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak formulir SPT disediakan pada 
Kantor-kantor dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos 
Pembantu, dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan yang 
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.  

 Ayat (3)  
Ayat ini mengatur tentang batas waktu pemasukan SPT. SPT dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu SPT Masa untuk melaporkan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak, dan SPT Tahunan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang dari 
penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam satu Tahun Pajak.  
Batas waktu tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b adalah batas waktu terakhir. 
Batas waktu tersebut dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian 
pembukuannya.  
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 Ayat (4)  
Apabila Wajib Pajak baik orang atau Badan ternyata tidak dapat 
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta 
daftar rugi laba dalam jangka waktu tiga bulan benar-benar mengalami kesulitan, karena 
luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan 
keuangan sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran 
dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan 
permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan.  

 Ayat (5)  
Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak 
yang terhutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu 
pemasukan SPT Tahunan, perlu kiranya ditetapkan persyaratan khusus dan menetapkan 
sanksi administrasi berupa pungutan bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang 
waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.  
 Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang 
besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara dalam satu Tahun 
Pajak, sebagai lampiran Surat Permohonan penundaan kewajiban penyampaian SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan.  

 Ayat (6)  
Karena SPT itu merupakan alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak terhutang 
yang diberitahukan oleh Wajib Pajak, maka lampiran tersebut merupakan bagian dari SPT 
dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.  

  
Pasal 4  
 Ayat (1)  
  Cukup jelas.   
 Ayat (2)  
  Cukup jelas.   
 Ayat (3)  
  Cukup jelas.   
 Ayat (4)  
  Cukup jelas.  
  
Pasal 5  
 Cukup jelas.  
  
Pasal 6  
 Ayat (1)  
  Cukup jelas.  
 Ayat (2)  
   Cukup jelas.  
  
Pasal 7  

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi 
Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPT sesuai dengan batas 
waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda administrasi yang ditetapkan sebesar 
Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).  
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